SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- NOMOR : Y-l /Kpts/KPU.Kota-014.329991/2015

) TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2015-2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

,
L\

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur,
adil, dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan
penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum
sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;

bahwa untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan
Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi
Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen
perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang
memuat program pembangunan yang akan
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menctapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum
Kota Malang Tahun 2015-2019;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4721); ¥

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Imdonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

'
-t

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 03 Tahun 2015;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Berita Acara Nomor : 2/BA/V/2015 tentang Rencana
Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun
2015-2019.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG NOMOR : 4.1/KPTS/Kpu.Kota-
014.329991/2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN
2015-2019

Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum
Kota Malang Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan
Umum Kota Malang untuk periode 5(lima) tahun
terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA, meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi,
kebujakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai
dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan
Umum Kota Malang.

Rencana Strategis Komisi Pemiliﬁan Umum Kota Malang
Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
: dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 14 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

ZAENUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
jJat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
. Bagian Hukum

ILUDINSYAH

o
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG

NOMOR : 4.1/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2015
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2015-2019
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KATA PENGANTAR

. Ferencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menetukan arah kebijakan
yang strateéis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang
bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan
kebijakan, melakukan pemahtauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar
sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Fenyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang periode
2015-2019 ini bertujuan untuk menyelaraskan rencana dan program kegiatan yang
dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dengan perencanaan kegiatan
Komisi Pemilihan Umum serta penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-20109.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, perencanaan strategis
merupakan sebuah langkah yang harus dilakukan oleh instansi pemerintahan agar
mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local,nasional, global dan tetap berada
dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan
pendekatan nerencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih
’dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi,peluang, dan kendala yang
dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas Kinerjanya.

Akhirnya Komisi Pemilihan Umum Kota Malang mengucapkan terima kasih
kepaca semL'1a pihak yang telah membantu proses penyusunan Rencana Strategis
Komisi Pemilihan Umum Kota Malang 2015-2019. Semoga penyusunan Renstra ini
mampu meningkatkan kinerja selurch komponen Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

baik itu Komisioner maupun Sekretariat.

Malang, 14 Mei 2015
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BAB 1
PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan
Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagai lembaga penyelenggara
Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 22E ayat 5 dan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum mengamanatkan dalam surat keputusan Nomor
63/Kpis/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum,maka
Komisi Pemilihan Umum Kota Malang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra)
_Koniisi Pemiiihan Umum Kota Malang untuk periode 2015-2019. Penyusunan Renstra
ini juga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentalig Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Rencann Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang disusun berpedoman
pada Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019.

Rncana Strategis ini mencakup hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang
telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Sebagai dokumen perencanaan jangka
menegah, Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Malang juga memuat
Visi,Misi,Tujuan,Strategi,Kebijakan,Program, dan Kegiatan serta pendanaan yang akan
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang selama periode 5 (lima) tahun

mendatang.

1.1 Kendisi Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan
mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat seb.agai inti
dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan
Pe.milihan’ Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas dan asas
kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari

rakyat, oleh rakypt, dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggaraan
¥
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permerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman ,asyarakat dalam
memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga
diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan
pribadi,perseorangan,kelompok, atau golongan. _
Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota,sebagaimana telah
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihun Umum adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum
dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Undang-Undang menyebutkan bahwa
angzota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima)
orang deﬁgan masa tugas 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janiji.
Untak mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kota Malang maka dibantu
oleh Sekretariat KPU Kota Malang dengan di pimpin oleh seorang Sekretaris dengan
bagan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang -
Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum adalah sebagai berikut :

1. Dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan

jadwal di kabupaten/kota;
)) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK,

PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

‘€¢) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

1) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data
Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan
menetapkannya sebagai daftar pemilih;

g) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota berdasarkan hasil

' 4
2

jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota


https://jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota/

rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara
rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

h) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan
Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
bérdasark_an berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

. i) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara
serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kota,
d.n KPU Provinsi;

j” Menerbitkan keputusan KPU Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan mengumumkannya;

k) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
terpilih sesuai dengan alokasi jumiah kursi setiap daerah pemilihan di kota
yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

[) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh
Panwaslu Kota; _

m) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara
anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota, dan pegawai sekretariat KPU
Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota
d.n/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota kepada masyarakat;

: melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan
Pefnilu; dan

0) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU
Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. Dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

@) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan
jadwal;

b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c) Membentuk"PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjan)?;
3
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d)

2)

g)

h)

Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK,
PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data
Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota te.rakhir dan
menetapkannya sebagai daftar pemilih;

Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan
membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan
suara;

Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara
serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kota,
dan KPU Provinsi;

Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kota atas temuan
dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara
anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota, dan pegawai sekretariat KPU
Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
taﬁapaxm penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan
dengan tugas dan wewenang KPU Kota kepada masyarakat;

Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilu; dan

m) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU

Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

. Dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi :

a)
b)

Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam
pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU

dan/atau KPU Provinsi;
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g)

k)

1)

Menyusun can menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan
penyelenggaraan pemilihan walikota berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan
walikota dalam wilayah kerjanya;

Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan
penyelenggaraan pemilihan walikota berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau
KPU Provinsi;

Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan
walikota;

Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data
pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan walikota terakhir dan
menetapkannya sebagai daftar pemilih;

Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan
gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

Menetapkan calon walikota yang telah memenuhi persyaratan;

Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
pemilihan walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari
seluruh PPK di wilayah kota yang bersangkutan;

Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta
pemilihan, Panwaslu Kota, dan KPU Provinsi;

Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil

pemilihan walikota dan mengumumkannya;

m) Mengumumbkan calon walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

n)
0)

p)

Melaporkan hasil pemilihan walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kota atas temuan
dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;

Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara
anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota, dan pegawai sekretariat KPU

Kota yang gerbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
¥
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q)

t)

tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu
Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan
walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota kepada
masyarakat;

Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan
gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan
walikota; '

menyampaikan hasil pemilihan walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, walikota, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota; dan

Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU
Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

4. Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan

pemilihan gubernur, dan walikota berkewajiban:

a)
b)

c)

d)

)

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil
presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada
masyarakat;

Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menyampaikan laporan . pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU
Kota dan lembaga kearsipan Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan

oleh KPU dan ANRI;

%
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g)

h)

j)

k)
1)

Mengelola barang inventaris KPU Kota berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu
kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada
Bawaslu; '

Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota dan ditandatangani
oleh ketu.a dan anggota KPU Kota;

Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kota kepada
peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kota;
Melaksanakan keputusan DKPP; dan

Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau

peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum untuk mendukung kelancaran

tugas

dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota.

1.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

1.2.1 Potensi

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota

Malang, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat

menjamin beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah :

1) Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki
integritas,kapablitas dan akuntabilitas;
2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan
haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan
- politiknya dan
3) Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokrasi masyarkat sipil

dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam
menetukan inerja Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam

penyelengggraan pemilu. Untuk itu dalam menghadapi pengaruh dan

¥
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tantangan yang ada dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang
kuat dan handal.
1.2.2  Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di
Kota Malang, KPU Kota Malang dihadapkan pada berbagai
permasalahan dari berbagai aspek seperti contoh dalam
penyelenggaraan pemilu maupun pemilukada yang berdampak pada
pencapaian kinerja secara keseluruhan tantangannya adalah :

a. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada
pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan
peningkatan kualitas pelayanan public yang diselenggarakan
oleh KPU Kota Malang sangat tinggi, termasuk didalamnya
adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU
Kota Malang.

b. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini

masyarakat.
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BAB 11
VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Visi Ké)misi Pemilihan Umum Kota Malang merujuk pada Visi Komisi Pemilihan
Umum yaitu “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri,Profesional,
dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL"

Komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Malang adalah menyelenggarakan
pemilt yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan
mekanisme kerja yang efektif,efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan,
berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan
Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan
profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang juga berkomitmen penuh untuk ikut
mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,
khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan
Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA
yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2079, yakni. pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis
dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu.
Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image
organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional, dan

maniri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan
7 (tujuh) misi yang akan dlaksanakan selama kurun waktu 2015-2019. Misi Komisi
Pemilikan Umum tersebut juga akan menjadi rujukan dan acuan bagi Komisi Pemilihan
Umum Kota Malang selama 5. (lima) tahun mendatang. Adapun misi-misi tersebut
adalah :
1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara

>emilu yang Préfesional;

¥

jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota


https://jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota/

2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum,
, orogesif dan partisipasif;

3., Meningkatkan kuzlitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku
<epel.tingan dan urmumnya untuk seluruh masyarakat;

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan
nemilih yang berkelanjutan;

5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;

6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan
nemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik
nenyelenggara Pemilu;

7. Mewujudkan  penyelenggara  Pemilu yang efektif dan efisien,

transparan,akuntabel,serta aksesable.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang disusun berdasarkan hasil
identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka
mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
Tujuan ini disusun merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum. Adapun tujuan
yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. 'I‘erwmijudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas
dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan pertauran perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di
Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan

zkesabel,

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang disesuaikan dengan
sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum. Sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara
¥
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optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra)
Komisiv Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019 dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Secara khusus sasaran-sasaran startegis Komisi Pemilihan Umum Kota Malaﬁg
yang hendak dicapai selama 2010-2014 adalah sebagaimana berikut :
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja
sasaran strategis sebagai berikut : -
a. Peresentase Partisipasi Pemilih dalam Pemiluy;
b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu;
c. Peresntase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang
menggunakan hak pilihnya;
d. Peresntase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar
pemilih;
e. | Peresentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan
, penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan
suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Menirgkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja

s.saran strategis sebagai berikut :

a. Peresentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU:;
b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;

¢. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;

d. Opini BPK atas LHP;

Peresntase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemily;
f. Peresntase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden,Gubernur,Bupati dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran
strategis sebagai berikut:
a. Peresentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan
regulasi;

b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

v
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah dan Kebijakan Strategi Nasional dan Komisi Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah ditentukan
tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN
tahap ke-3, yakni pada _tahu.n 2015-2019 bertujuan untuk memantapkan
pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan
keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang
tersedia,sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu
peng~tahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015-2019, yakni sasaran pembangunan
di bidang politik,hokum,pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan
nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih,efektif,demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1)
melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan public; (2)
membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan (3)

penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional.

3.2 Arah dan Kebijakan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Kota Malang untuk 5 (lima) tahun

mencatang telah menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan dalam
rangka mencapai visi,misitujuan dan sasaran strategis. Program-program
tersebut mengacu dan menyesuaikan dengan Renstra Komisi Pemilihan Umum
yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomur:63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Rencana Strategis Komisi
Pemilihan Umum Tahun 2015-2019. Kedua program tersebut adalah :

a‘_.i Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

b) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Dengarn indikator kinerja utama program tersebut adalah :

%
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a) Persentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel
(sesuai dengan peraturan perundang - undangan), efisien (tepat sasaran), efektif
(tepat guna)

b) Persentase penyiapan dan penyelenggaraan pemilu yang tepat waktu dan
akuntabel (sesuai dengan peraturan perundang - undangan)

' Rencana kerja KPU Kota Malang Tahun 2015 merupakan formulasi perencanaan
umum yang menjadi suatu acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas Instansi

.’ padi akhir tahun.Secara umum sasaran, indikator kegiatan, dan target kinerja KPU Kota

Malang adalah sebagai herikut: -

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
KPU
Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kegiatan yang
dilaksanakan dalam program tersebut adalah :
a) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di
Lingkungan Setjen KPU.
Indikator kinerja kegiatan ini adalah :
i.  Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan.
ii. Opini BPK terhadapblaporan keuangan KPU
lii. Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai
b) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan
Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu:
. Indikator kinerja kegiatan ini adalah :
i. Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan pemilu
ii. Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik pemilu
iii. Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi
pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan pemilu
iv. Persentase (%) kemajuan penyusunan peta distribusi logistik
pemilu
v. Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan pra sarana pemilu
c) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
Indikator kinerja kegiatan ini adalah :

i. Pensentase (%) kesesuaian antara renstra dan renja K/L dan Rkakl
£ 4
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iii.

iv.

Persentase (%) fasilitas kerjasama KPU dengan lembaga lain
Persentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan
tepat waktu

Persentase (%) kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan
pedoman reformasi birokrsi dan tata kelola KPU |

Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di

seluruh wilayah Indonesia

d) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi

Kepegawaian -

Indikator kinerja kegiatan ini adalah :

i

ii.
iii.
iv.

V.

Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM, dan
kesejahteraan pegawai

Tingkat keakuratan data dan informasi SDM

Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai
Persentase (%) dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM

e) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Indikator kinerja kegiatan ini adalah :

i
ii.
iii.
iv.

V.

2. Program
Politik.

Persentase (%) tersusunnya Dokumen Barang Milik Negara
Persentase (%) dukungan pelaksanaan Pengelolaan Persediaan
Persentase (%) Laporan Barang Milik Negara

Persentase (%) tersusunnya pendataan dan kearsipan

Persentase (%) dukungan pelaksanaan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran

Persentase (%) Ketepatan Waktu dan Tertib Administrasi

Pelaksanaan Pengawasan Reguler

Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya

kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan -Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kegiatan - kegiatan

4
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yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah :

a) Penyiapan penyusunan rancangan peraturanKPU, advokasi, penyelesaian
sengketa dan penyuluhan peraturan perundang - undangan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemilu.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah :

i. Tingkat Kketepatan Penyiapan Penyusunan Tata Cara dan
Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum

il. Tingkat ketepatan Penyiapan Dokumentasi Informasi Produk
Hukum - .

iii. Tingkat ketepatan benyuluhan Peraturan Perundang-undangan
Pemilu dan Pemilukada

5) Pcdoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan
Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu  dan
Pendidikan Pemilih
Indikator kinerja kegiatan ini adalah :

i. Persentase (%) pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW
anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan tepat waktu
dan akuntabel.

il. Persentase (%) Jumlah Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan
Pemilih

iiil. Persentase (%) fasilitasi Kemajuan Pengembangan Media Center

Struktur  Organisasi  dan Kelembagaan,Sumber Daya Manusia dan

Ketatalaksanaan

Cuna mencapai Visi,Misi,Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu

diperlukan Struktur Organisasi dan Kelembagaan yang kuat, SDM yang handal

Serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan

penyelhenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini

,Komisi Pemilihan Umum Kota Malang secara konsisten akan terus melakukan

nroses berbenah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil

guna .newujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi Negara yang
professional,akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip good
governance.

Secara structural Sekretaris KPU Kota Malang menja]ankap tugas dan fungsinya
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dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Secara lengkap bagan organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dapat dilihat dalam Lampiran.

Peran ketatalaksanaan dalam mengatur hubungan kerja antar bagian (sub-sub)
suatu organisasi sangatlah penting. Karena hal tersebut bersifat mengatur semua
aktifitas dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi
dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika
dikelola dengan system manejemn yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM

" tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.

-
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

+1 TargetKinerja
Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh satuan kerja
atau organisasi dari setiap indicator kinerja sasaran yang ada. Adapun target
kinerja Korﬁisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam kurun waktu 2015-2019
disajikan pada lampiran 2.
4.2 Kerangka Pendanaan
Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam urun waktu
lima tahun ke depan yaitu :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
KPU sebesar Rp.12.341.633.000,-
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Proses Perbaikan
Politik sebesar Rp.59.525.699.000,-
Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada lampiran 3.
Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya selama periode 2015-

2019 dapat dilihat pada lampiran 4.

o
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BABV
PENUTUP
b

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang telah disusun ini

merupikan salah satu pelaksanaan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota
Malang. Perumusan Rericana Strategis ini merupakan penegasan sebagai arah kebijakan
dan program, yang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam suatu rencana kerja tahunan
yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan
(2015-2019). )

Dengan Rencana Strategis ini diharapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
dapat melaksanakan tugas,wewenang dan kewajiban secara berkelanjutan. Rencana
Strateg's ini juga merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan
kesekretariatan. Demikian pula diharapkan dapat menambahkan komitmen bersama
dalam rangka memotivasi seluruh SDM untuk maju bersama dan berhasil mewujudkan
Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang telah dirumuskan dan
ditetapkan. Rencana Strategis ini dapat direvisi sesuai dengan perkembangan
lingkungan strategjs.

Seluruh rencana pelaksanaén program dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum
Kota Malang yang akan dilaksanakan pada periode 2015-2019 dituangkan dalam
dokumen ini,-dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis Komisi Pemilihan ljmum untuk periode 2015-2019. Penjabaran mengenai
kinerja yang lebih lengkap target kinerja beserta pendanaan yang dibutuhkan untuk 5
(lima) tahun mendatang dapat dilihat pada Matriks Kinerja dan Matriks Pendanaan
2015-2019 (terlampir).
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BAGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

Lampiran 1

ANGGOTA-ANGGOTA

4 (empat)

KEPALA SUB BAGIAN

<

19 4
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TARGET KINERJA PERIODE 2015-2019

Lampiran 2
NO Program/Kegiatan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Target Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
v a a o
b1 icungan Manajemen dan Pelaloanaan Togas;
Rt LR AT rs
Terlak ya Sistem Al dan Ketepatan dan kepatuhan dalam pel pelak 1 Laporan|1 Laporan |1 Laporan |1 Laporan| 1 Laporan
Laporas: Sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan keuangan (100%) | (100%) | (100%) | (100%) | (100%)
pelaporan ke sangan
Laporan Pertanggungjawab Ter ya Laporan Pertanggungjawaban |Opinl BPK terhadap laporan keuangan KPU 1 Laporan|1 Laporan |1 Laporan|1 Laporan| 1 Laporan
Penggunaan Anggaran (LPPA) Penggunaan Anggaran (100%) | (100%) | (100%) | (100%) (100%)
Terpenuhinya pengelolaan perbendaharaan [Ki p pembayaran gaji/honor/tunjungan pegawai 12 12 12 12 12
Layanan Pe-kantoran serta sistem Akuntansi Pelaporan Layanan | Layanan | Layanan | Layanan Layanan
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
tannoey | esnnoen | ssnpoey | ocenpoes | osenanes
Perencznaan cehutuhan Tersusunnya perencanaan kebutuhan dan  |Tingkat Ketep Pengelolaan Informasi Kebutuh 1 1 1
logistik pedornan dan evaluasi anggaran logistik Pemilu Pemilu Dokumen | Dok Dok Dol Dokumen
manajemen logistik Pemilu (100%) | (100%) | (100%) | (100%) | (100%)
Tersedlanya fasilitasi pengadaan logistik  [Tingkat Ketepatan Fasilitasi Logistik Pemila 1lay 1lay 1 lay 1 lay 1 layanan
Fasilitas: Penjadaan Logistik Pemily | daa | pengadaa | pengadaa | pengadaa | pengad
Pemilu n n n n n
tannoes | cannnes | esnnnes | connnes | gianniy
Tersedianya data kebutuhan logistik Pemllu Tingkat Ketepatan Inventarisasi Logistik Pemilu 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Inventarisasi _ogistlk Pemilu yang akurat (100%) | (100%) | (100%) | (100%) | (100%)
Tersedianya dokumen perencanaan dan % Kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL 1 1 1 1 1
. ; penganggran,koardinasi antar lembaga.data Dok Dok Dok Dok Dok
Dokumen Perencanaan JanData | gon o iormast serta Hasil ‘Monitoring dan (100%) | (100%) | (200%) | (100%) | (1009%)
Kepemiluan Evaluasi
Tersedianya perangkat teknologi informas! |% Du} gan Pelay Operasional dan TI 1Bulan | 1Bulan | 1Bulan | 1Bulan | 1Bulan
:yman Operasional dan Pelayanan (100%) | (100%) | (100%) | (100%) (100%)
Terwujudnya sistem administrasi %Laporan ing dan evaluasi pelak dan 2 Laporan|2 Laporan|2 Laporan|2 Laparan|2 Laporan
Laporan Pelal sanaan Keglatan penyelenggaraan pemilu yang tertib,efektif percepatan anggaran (100%) | (100%) | (100%) (100%) | (100%)
dan efisien
Tersedianya data informasi p khiran |Ter ya Do} P khiran Data Pemilih 1 1 1 1 1
ngT;:,m Pernutakhiran Dala data pemllih Dal Dol Dol Nt Dikimien
o B (100%) | {100%) | (100%) | (100%) | (100%)
Tersusunnya rencana sistem aplikasi Pemllu Terlaksananya Sistem Aplikasi Pemilu 1 Aplikasi | 1 Aplikasi | 1 Aplikasi | 1 Aplikasi |1 Aplikas|
Sistem Aplilia | Pemilu (100%) | (100%) | (100%) | (100%) | (100%)
Pembingan Sumber Daya Tingkat ketep tertib admini idan |Ketep Pelak SDM dalam penyelenggaraan 1 Laporan|1 Laporan|1 Laporan|1 Laporan| 1 Laporan
Manusia,Pclavanan,dan pengelolaan SDM pelantikan/pengambil pah jani pejabat struktural| (100%) | (100%) | (100%) (100%) | £100%)
Administras; | epegawaian
Layanan Penling; Komp | |Terlak ya diklat teknis dan diklat Layanan peningkatan kompetensi SOM Zorang | 2orang | 2orang | 2orang | 2 orang
SDM struktural (100%) | (100%) | (100%) | (100%) | (100%)
Tersusunnya dokumen data base peg Terlal ya pengelolaan data base kepegawalan 1 1 1 1 1
Dokumen kepegawalan Dokumen | Dak Dok Dok Dokumen
Penyelenggaraan Oper | dan (Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Tersusunnya Dokumen Barang Milik Negara 3 3 3 3 3
Pemelihzraan Perkantoran (KPU) | Barang Milik Negara dok dak dol dok dok
(100%) | (100%) | (100%) (100%) | (100%)
, Terwujudnya pengelolaan persediaan Terlal ya Pengelolaan Persedi Lunit 1 unit 1unit 1 unit 1 unit
Pengelolain Persediaan (Stock (Stock opname) (100%) | (100%) | (100%) (100%) | (100%)
Opname)
. Meningkatnya pengelolaan dan penerapan Tersusunnya laporan pendataan dan kearsipan 1laparan | 11aporan | 1 laporan | 1laporan | I laporan
i::;mn,?:nd,nlaan, dan Penllaian kearsipan (100%) | (100%) | (100%) (100%) | (100%)
Meningkatnya kualitas pelayanan Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan sarana dan 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan
Layanan Perkantoran administrasi perkantoran prasarana administrasi dan operasional perkantoran (100%) | (100%) | (100%) | (100%) (100%)
Pemerikssan d' Lingkungan Setjen [Ter ya laporan hasil evaluasi LAKIP [Tersusunnya laporan evaluasi LAKIP 1laporan | 1 laporan | 1laporan | 1 laporan [ 1 laporan
KPU,Sekretariat KPU Provinsi dan (100%) | (100%) | (100%) (100%) | (100%)
Sekretarizi K21J Kabupaten/Kota
' Tersusunnya laporan hasil review laparan [ Ter ya peningh peny laporan Llaporan | 1laporan | 1laporan | 1 laporan | 1 laporan
Laparaw. dzsil Feviu Lapo/an keuangan keuangan sesuai SAP (100%) | (100%) | (100%) | (100%) | (100%)
* Keuangan XPU
atan Kelembagaan Demokrasl gan Perbalkan Proses POl :
R gan |Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini |Ketep Penylapan Peny Tata Cara dan Tkasus | 1kasus | 1kasus | 1kasus
' hukum dan penyelesaian sengketa dan Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa (100%) [ (100%) | (100%) | (100%)
KPU,Advol., i Penyelesaian advokasi hkum Hukum
|Sengketa dan Pnyuluhan
+Peraturan Perurdang-unc - agan
: Meningkatnva pelayanan dan kapasitas Tersusunnya laporan evaluasi pedoman teknis 1laporan [ 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | I laporan
Layanan Ar ministrasl Kepemiluan  |penyclenggaraan pemilu terkait adminlstrasi kepemiluan (100%) [ (100%) | (100%) | (100%) | (100%)
I . y Meningkatn - 1 kualitas Tingkat Ketepatan Penyuluhan Peraturan Per B 1 prov 1 prov 1 prov 1 prov 1 prov
yeny Persturan Per B | lolaan dol i dan d Pemilu dan Pemilukada (100%) [ (100%) | (100%) | (200%) | (100%)
undangan Femil. dan Pemilukada |1 7 . ro®
informasi hukum
Penggantian Antar Waktu Anggota | Terselenggaranya pelaksanaan Penggantian|Ketep Proses Pelal Per Antar Waktu | Sorang | Sorang | Sorang | Sorang | 5 orang
DPRDPD,DPRD “rovinsi dan DPRD |Antar Waktu Anggota DPR,DPD,DPRD  |(PAW) Anggata DPR,DPD.DPRD Provinsi dan DPRD (100%) | (100%) | (100%) | (100%) | (100%)
Kab/Kota Provinsi dan DPRD Kab/Kota Kab/Kota %

B9 Terlak: ya i isasi maslah terkait |Ter ya pend dok Pemilu & 1 1 1 1 1
Dokumen Tekais Pemilu teknis serta pengembangan instrumen Leglslatif,Pemllu Presiden dan Wakil Presiden serta dokumen | dokumen | dok dok dok
LegislatifPemilu Presiden dan N ! data dan dokumen teknis | Pemilukada (100%) | (100%) | (100%) | (100%) | (100%)
Wakil Presiden s2rta Pemilukad 00K >

pemilu

Terlaksananya pengelolaan informasi dan | Per Fasilitasi Kemajuan Pengembangan Media 1laporan | 1laporan ( 1laparan | 1 laporan | 1 laporan
Informasi dan Pu blikasi serta R O

casi serta C 100%) 100%; 1009 100% 100%

sosialisasi Pemlls dan Pemlilukada publ,kaﬂ sosialisasi Pemily dan enter ( ) | ( ) | ( ) | ( )| ( )

Pemilukada

1laporan | 1laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan

Tahapan Pemilu dan Pemilukad Terlak ya tahapan Pemilukad Terselenggaranya Pemilukada (100%) | (100%) | (100%) | (200%) | (100%)
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KERANGKA PENDANAAN PER PROGRAM KPU KOTA MALANG selama 5 TAHUN (2015-

2019)
Lampiran 3
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran 1 d i
Program/Kegiatan Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja Alokasi (dalam ribuan ruplah) Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
076.01.01 mmmm"mm’ Palaksanaan Tugas Tekois Lo o 1.338.347 2.574.289 2.809.623 2.809.623 2.809.751 12.341.633
076.01.06 Sasaran Program Penguatan Kelembagaan AR Poriatins Bolis 57.695 23512 23512| 33620980  25.800.000 59.525.699
TOTAL 1.396.042 2.597.801 2833.135 |  36.430.603 | 28.609.751 | 71.867.332
L ]
%
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KERANGKA PER KEGIATAN KPU KOTA MALANG selama 5 TAHUN (2015-2019)

Lampiran 4

Program/
Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran
Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja

Alokasi (dalam ribuan ruplah)

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah

076.01.01

Sasaran Program Dukungan Manajemen
dzn Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
KFu

1.338.347

2.574.289

2.809.623

2.809.623

2.809.751

12.341.633

3355

Peaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan
Administrasi Keuangan di Lingkungan
Seijen KPU

877.566

2.084.223

2175223

2.175.223

2.175.223

9.487.458

3356

Pengelolaaasy
Data,Dokumentasi,Pengadaan,Pendistribusi
an, dan Inventarlsasi Sarana dan Pra Sarana
Pemily

10.075

10.482

29.100

29.100

29.228

107.985

3357

Felaksanaan Manajemen Perencanaan dan
vara

31.402

56.512

70.000

70.000

70.000

297914

3358

Pembinaan Sumber Daya
Mausia,Pelayanan dan Administrasi
Ker egawaian

- 3050

2.560

3.000

3.000

3.000

14610

3360

Penyelenggaraan Operasional dan
Penieliharaan Perkantoran (KPU)

413.764

412.202

522.300

522300

522.300

2.392.866

3361

Sek-etariat KPU Kab/Kota
|

Pureriksaan di Lingkungan Setjen
KPU Sekretariat KPU Provinsi, dan

2.490

8.310

10.000

10.000

10.000

40.800

076.01.06

Sasaran Program Penguatan
Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan
Proies Palitik

57.695

23,512

23.512

33.620.980

25.800,000

59.525.699

3363

Penyiapan penyusunan Rancangan
Perawran KPU,Advokasl,Penyelesaian
Senpketa dan Penyuluhan Peraturan
Perundang-Undangan yang Berkaitan
Denyan Penyelenggaraan Pemilu

3.740

12.080

12.080

13.224

13.224

54.348

3364

Pedoman,Petunjuk Teknis dan Bimbingan
Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi
Penyzlenggaraan Pemilu dan Pendidikan
Pem!lih

53.955

11.432

11.432

33.607.756

25.786.776

59471351

TOTAL

1.396.042

2.597.801

2.833.135

36.430.603

28.609.751

71.867.332
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KERANGKA PER KEGIATAN KPU KOTA MALANG selama 5 TAHUN (2015-2019)

Lampiran 4 (lanjutan)

Program/K
egiatan

Saszran Program (Outcome)/Sasaran
Kegiatan (Output) /Indikator Kinerja

Alokasi (dalam juta rupiah)

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah

076.01.01

Sasarin Program Dukungan Manajemen
dan P:laksanaan Tugas TeKnis Lainnya
KR2U

1.338.347

2.574.289

2.809.623

2.809.623

2.809.751

12.341.633

Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan
Setjen KPU

877.566

2.084.223

2.175.223

2.175.223

2.175.223

9.487.458

Szsaran Kegiatan (output) 1
Terlaksananya Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan

30.022

23172

25489

26.763

28.101

133.547

Szsaran Kegiatan (output) 2
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban
Pengganaan Anggaran

14.607

18.225

20.047

21.049

22101

96.029

Sasaran Kegiatan (output) 3
Terpeauhinya pengelolaan perbendaharaan
serta tistem Akuntansi Pelaporan

832,937

2,042.826

2.129.687

2127411

2,125.021

9.257.882

Keﬂamiiﬁmhmﬂnlam
mmmmm&amnmu ‘asarana Pemilu

10.075

10.482

29.100

29.100

29.228

107.985

Sasaran Keglatan (output) 1
Tersusunnya perencanaan kebutuhan dan
angga-an logistik Pemilu

800

800

900

900

1.028

4.428

Sasaran Kegiatan (output) 2
Tersedianya fasilitasi pengadaan logistik
Pemilu

300

300

500

500

500

2,100

Sasaran Kegiatan (output) 3
Tersadianya data kebutuhan logistik
Pemil: yang akurat

8.975

9.382

27.700

27.700

27.700

101.457

Perencanaan dan Jata

31.402

56.512

70.000

70.000

70.000

297914

Sasaran Kegiatan (output) 1
Terszdianya dokumen perencanaan dan
penganggrankoordinasi antar
lembaga,data dan informasi serta Hasil

24.442

28.997

30.446

30.446

30,436

144.777

Sasaran Kegiatan (output) 2
Tersedianya perangkat teknologi informasi

1.740

2.200

2310

2310

2310

10.870

Sasaran Kegiatan (output) 3
Terwujudnya sistem administrasi

penye enggaraan pemilu yang tertib,efektif
dzn el sien

1740

3.000

3.150

3.150

3.150

14,190

Sasaran Kegiatan (output) 4
Terseilianya data informasi pemutakhiran
data pemilih

1.740

20.085

21.089

21.089

21.089

85.092

Sasaran Kegiatan (output) 5
Tersu:unnya rencana sistem aplikasi
Pemilu

1.740

2.230

13.005

13.005

13.005

42.985

Manusia.Pelavanan dan Administrasi Kepegawajan

3.050

2.560

3.000

3.000

3.000

14.610

Saszran Kegiatan (output) |
Tingkut ketepatan tertib administrasi dan
pen f2lolaan SDM

1.000

660

726

726

726

3.838

Sasacun Kegintan (output) 2
Terl sananya diklat teknis dan diklat
struktural

730

560

616

616

616

3.138

Sas~ran Kegiucan (output) 3

1320

1340

1.658

1658

1.658

7.634

Tergusunnya dokumen data base pegawai

Kegiatan 3360:Peryelenggaraan Operasional ‘an.
Pemeliharaan Perl

== (KPU)

413.764

412,202

522.300

522.300

522.300

2.392.866

Sasaran Kegiatan (output) 177
Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan
Barany Milik Negara

9.530

14421

15.868?

15.863

15.863

Sasarun Kegiatan (output) 2
Terwujudnya pengelolaan persediaan
(Stock opname)

1.535

1.688

1.688

1.688

8.549

Sasarun Kegiatan (output) 3
Meningkatnya pengelolaan dan penerapan
kearsipan

19.718

10.136

11.149

11149

11.149

63301
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Seseran Kegiatan (output) 4
Menirgkatnya kualitas pelayanan
admin strasi perkantoran

382.566

386,110

493.600

493.600

493.600

2.249476

Kegiatan 33v1:Pemeriksaan di Lingkungan Setien
Kabupaten/Kota

2.490

8.310

10.000

10.000

10.000

40.800

Satarun Kegiatan (output) 1
Ter: iusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP

1.245

3.482

3.830

3.830

3.830

16.217

Sasaran Kegiatan (output) 2
Tersusannya [ yoran hasil review laporan
ke 1ngan

1.245

4.828

6.170

6.170

6.170

24.583

076.01.01

57.695

23.512

23.512

33.620.980

25.800.000

59.525.699

3.740

12.080

12.080

13.224

13.224

54.348

Sasaran Kegiatan (output) 1
Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini
hukum dan penyelesaian sengketa dan
advokasi hukum

1.830 ("

5.360

5.360

5.896

5.896

24342

Sasaran Kegiatan (output) 2
Meningkatnya pelayanan dan kapasitas
penyelenggaraan pemilu terkait
admini: trasi kepemiluan

830

3.360

3.360

3.696

3.696

14942

Sasaran Kegiatan (output) 3
Meningkatnya kualitas
pelayanan,pengelolaan dokumentasi dan

informesi hukum

1.080

3.360

3.360

3.632

3.632

15.064

Kegiatan 3364:Pedoman.Petuniuk Teknis dan
Bimbingan Teknis/Supers si/Soslalfsasi
Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

53.955

11.432

11.432

33.607.756

25.786.776

59.471.351

Sasaran Kegiatan (output) 1
Terselenggaranya pelaksanaan
Penggantian Antar Waktu Anggota
DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD

3.360

2.750

2.750

3.025

3.327

15.212

Sagaran Kegiatan (output) 2
Terlaksananya ir- ‘entarisasi maslah terkait
teknis serta pengembangan instrumen
pengembangan dta dan dokumen teknis
pemilu

26.535

6.582

6.582

7.240

7.964

54.903

Sasaran Kegiatan (output) 3
Terlaks:nanya pengelolaan informasi dan
publikasi senta sosialisasi Pemilu dan
Pemilukada

24.060

2.100

2.100

2310

2541

33111

Sasaran Kegiatan (output) 4
Terlaksananya Tahapan Pemilu dan

Pemilukida

33.595.181

25.772.944

59.368.125
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